
 

 

 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 32 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN 

OPERASIONAL PEMERINTAH TIYUH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID19) dan Dampaknya, terjadi perubahan Dana 

Alokasi Umum untuk setiap daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sehingga terjadi perubahan terhadap 

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional 

Pemerintah Tiyuh; 

b. bahwa Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 

Tahun 2021 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan 

Operasional Pemerintah Tiyuh Tahun Anggaran 2021, 

sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2021 

Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional 

Pemerintah Tiyuh Tahun Anggaran 2021; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di 

Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4934); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Nomor 67 Tahun 2017 tentang Peubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1223); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6 

TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, 

DAN OPERASIONAL PEMERINTAH TIYUH TAHUN ANGGARAN 

2021. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat 

Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, 

dan Operasional Pemerintah Tiyuh Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 

Nomor 6) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi : 

 

Pasal 3 

Alokasi, perhitungan, dan besaran Siltap selama 1 tahun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 adalah: 

a. besaran penghasilan tetap Kepalo Tiyuh sebesar Rp 

2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam 

ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan. 

b. besaran penghasilan tetap Juru Tulis sebesar Rp 

2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat 

ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan. 

c. besaran penghasilan tetap Kepala Suku, Kepala 

Urusan, Kepala Seksi sebesar  Rp 1.912.000,- (satu 

juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) per 

bulan. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

Ditetapkan di Panaragan 

pada tanggal 30 Maret 2021 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

 dto. 

 

UMAR AHMAD 

 

Diundangkan di Panaragan  

pada tanggal 31 Maret 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  

 

        dto. 

 

NOVRIWAN JAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 

NOMOR 32 

 


